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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

NOMOR 02 TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 
 
 
Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah, maka barang milik Daerah perlu 
dikelola dengan baik dan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka 
mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah; 

 
b.   bahwa dalam rangka pengamanan barang milik Daerah, perlu dilakukan pemantapan 

administrasi pengelolaan secara prosedural dan profesional; 
 
c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 

06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah harus diatur dalam 
Peraturan Daerah; 

 
d.   bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah. 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1106); 

 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2043); 

 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 

 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815); 

 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 
 
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003    Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 
 
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 

 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 4548); 

 
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004  Nomor 
126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan 

Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1967); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 

Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna 
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4023); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan 

Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 
dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah; 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4575); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 
4578); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4609); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4737); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89;Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4741); 

 
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan 

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 
 

23. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah 
Negeri. 

 
24. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah 
Negeri. 

 
25. Keputusan Presiden  Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan 

Kendaraan Perorangan Dinas; 
 

26. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002  tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
27. Keputusan Presiden  Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 
28. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna 

Abdul Fatah dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM, sebagai Gubernur dann Wakil 
Gubernur  Kalimantan Timur masa jabatan  Tahun 2003-2008 dan Pengangkatan Drs. 
Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 
2003-2008; 

 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana 

dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 
 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana 
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007  tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi 
Manajemen Barang Daerah; 

 
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi 

dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 
 

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan; 

 
 
 
 
 
 

32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur .  
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

dan 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN  DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 
 
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden RI yang memegang 

kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UU tahun 1945. 
 
3. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disebut DPRD adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 
3. Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

 
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur. 
 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku pengelola barang milik 

Daerah. 
 
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
 
7. Biro Umum dan  Perlengkapan adalah Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur. 
 
8. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
 
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada 

Pemerintah Daerah selaku pengguna barang milik daerah. 
 
10. Unit kerja adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada 

APBD yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah 
dan Kantor Pemerintah Daerah lainnya. 

 
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah yang 

berwenang menerima dan mengawasi pengelolaan barang milik Daerah. 
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12. Pembantu Pengelolaan barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat 

yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada 
di SKPD. 

 
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna 

untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 
 
14. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 

Pusat dan antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa 
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. 

 
15. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barng milik daerah oleh pihak lain dalam jangka 

waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan 
sumber pembiayaan lainnya. 

 
16. Bangunan Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan 

cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak 
lain dalam jangka waktu tertentu setelah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 

 
17. Bangun  Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan 

cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah pembangunannya 
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati. 

 
18. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, 

perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan 
standarisasi. 

 
19. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima 

penggantian dalam bentuk uang. 
 
 
20. Tukar Menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah 

yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau 
dari Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, 
sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 

 
21. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat antar 

Pemerintah Daerah atau dari pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 
 
22. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 

semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau Badan 
Hukum lainnya.  

 
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan 

barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 
 
24. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan 

barang milik daerah. 
 
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang 

obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang 
milik daerah. 

 
26. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang 

yang digunakan oleh masing-masing pengguna. 
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